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Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak 

Asasi Man usia (Lembaran Negara Repu blik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 165, Tarnbahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3886); 

Nomor Tarn bah an 76, Indonesia Tahun 1981 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum dan 

Ketentraman Masyarakat; 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia; 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 

Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik 

sebagaimana pertimbangan berdasarkan c. bahwa 

Ketertiban Umum di Kabupaten Sekadau sudah tidak 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

sehingga perlu diganti; 

terselenggaranya 
masyarakat; 

b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang 

ketertiban umum dan ketentraman 

a. bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang 

maju, aman sejahtera, sehat lahir dan batin di 

Kabupaten Sekadau diperlukan prasyarat dasar yakni 

BUPATI SEKADAU, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT 

TENT ANG 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU 
NOMOR 8 TAHUN 2019 

BUPATI SEKADAU 
PROVINS! KALIMANTAN BARAT 

SALIN AN 

Mengingat 

Menimbang 

\ ' 
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4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 

5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang 

Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau 

di Propinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344); 

6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang 

Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara 

Repu blik Indonesia Nomor 4441); 

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 

Penataan Ruang (Lembaran Negara Repu blik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4725); 

8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5025); 

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82); 

10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

11. Undang-Undang Norrior 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang­ 

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

\' ' 
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Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5533); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 

tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang 

Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205); 

15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 

Tahun 2014 ten tang Peraturan Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun ?011 tentang 

Pemben tukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 199); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 

2007 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Aset Daerah; 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 

2011 ten tang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja 

Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 590); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 

tentarig Standar Operasional Prosedur Satuan 

Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 705); 

19. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia 

Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan 

Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan 

Penjualan Minuman Beralkohol; 
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20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 

Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); 

21. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang 

Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah 

Kabupaten Sekadau Tahun 2011 Nomor 4); 

22. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak 

Daerah Kabupaten Sekadau (Lembaran Daerah 

Kabupaten Sekadau Tahun 2011 Nomor 2); 

23. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 ten tang 

Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana telah diubah 

dengan Pera tu ran Daerah Nomor 6 Tah un 201 7 

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 

Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu 

(Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2017 

Nomor 6); 

24. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sekadau 

Tahun 2015 - 2035 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Sekadau Tahun 2015 Nomor 1); 

25. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang 

Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten 

Sekadau Tahun 2015 Nomor 2); 

26. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 ten tang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2016 

Nornor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Sekadau Nomor 7); 

27. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang 

Penyelenggaraan Jalan Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Sekadau Tahun 2016 Nomor 8); 



Pasal 1 

Dalam Pera tu ran Daerah ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Sekadau. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Kabupaten Sekadau. 

3. Bupati adalah Bupati Sekadau. 

4. Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat Perda 

adalah Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau. 

5. Ketertiban umum adalah suatu keadaan dimana 

Pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara 

tertib dan teratur. 

6. Keten teraman masyarakat adalah suatu keadaan dirnana 

pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara 

aman, nyaman dan tenteram. 

7. Kepentingan dinas adalah kepentingan yang terkait dengan 

penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok 

dan fungsinya. 

8. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi 

segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan 

perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas. 

9. Kendaraan umum adalah kendaraan yang bermesin 

atau tidak bermesin untuk memuat penumpang/orang 

dan atau barang sesuai fungsinya dengan dipungut 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN DAERAH TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN 

KETENTRAMAN MASYARAKAT 

Menetapkan 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKlLAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEKADAU 

dan 

BUPATI SEKADAU, 

,, ' 
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bayaran/ongkos tertentu. 

10. Tempat umum adalah prasarana dan/atau sarana yang 

diselenggarakan oleh Pemerin tah, swasta a tau perorangan 

yang digunakan un tuk kegiatan masyarakat, termasuk di 

dalamnya adalah semua gedung-gedung perkantoran milik 

daerah, gedung perkantoran umum, mall dan pusat 

perbelanjaan. 

11. Jalur hijau adalah setiap jalur-jalur yang terbuka sesuai 

dengan rencana kota yang peruntukkan penataan dan 

pengawasannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah. 

12. Taman adalah sebidang tanah yang merupakan bagian dari 

ruang terbuka hijau kota yang diatasnya terdapat pohon 

dan atau tanaman yang mempunyai fungsi terten tu dan 

ditata serasi dan teratur dengan menggunakan material 

taman, material buatan, dan unsur-unsur alam dan 

mampu menjadi areal penyerapan air. 

13. Orang adalah orang perorangan atau korporasi. 

14. Pedagang Kaki Lima adalah seseorang yang melakukan 

kegiatan usaha perdagangan dan atau jasa yang 

menempati tempat-tempat prasarana daerah dan atau 

fasilitas umum baik yang mendapat izin dari pemerintah 

daerah maupun yang tidak mendapat izin pemerintah 

daerah antara lain trotoar, saluran air/irigasi, jalur hijau, 

taman, alun-alun, bawah jembatan, jembatan 

pen ye berangan. 

15. Parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan bermotor 

dan tempat untuk menurunkan serta menaikkan orang 

dan/atau barang yang bersifat tidak segera. 

16. Hiburan adalah segala macam kegiatan dalam bentuk 

tertentu yang mengandung unsur keramaian, pertunjukan, 

permainan atau segala bentuk usaha yang dapat dinikmati 

oleh setiap orang dengan nama dan dalam ben tuk dan 

jenis apapun, dimana untuk menonton serta menikmatinya 

atau mempergunakan fasilitas yang disediakan dapat 

dengan dipungut bayaran maupun tidak dipungut bayaran. 

17. Pencemaran adalah akibat-akibat proses pembusukan, 

pendebuan, pembuangan sisa-sisa dan atau proses 

.. ' 
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Pasal 2 

(1) Setiap pejalan kaki wajib berjalan di tempat yang telah 

ditentukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang­ 

undangan. 

(2) Setiap orang yang akan menyeberang jalan wajib 

menggunakan sarana jembatan penyeberangan atau 

rambu penyeberangan/zebra cross yang telah disediakan. 

Paragraf 1 

Tertib Jalan 

Tertib Jalan, Penggunaan Jalan, Angkutan Umum 

dan Berkendara di Jalan 

BAB II 

KETERTIBAN UMUM 

Bagian Kesatu 

pengolahan dari pabrik, sampah minyak, atau asap, 

akibat dari pembakaran segala macam bahan kimia yang 

dapat menimbulkan pencemaran dalam bentuk apapun 

dan berdampak buruk terhadap lingkungan, kesehatan 

masyarakat dan kehidupan hewani/nabati. 

18. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fifik, mental, 

spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang 

untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. 

19. Keramaian adalah suatu acara yang diadakan oleh 

warga/penduduk atau panitia atau organisasi tertentu dan 

acara tersebut diselenggarakan dengan tujuan tertentu. 

20. Bangunan adalah wujud fisik buatan manusia yang 

menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau 

seluruhnya berada di atas dan / atau di dalam tanah 

dan/ a tau air, yang berfungsi sebagai tempat melakukan 

kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, 

kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, 

budaya, maupun kegiatan khusus, baik yang bersifat 

permanen atau tidak permanen. 

v ; ' 
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Pasal5 

(1) Setiap orang dilarang mengangkut bahan berdebu dan 

Paragraf 3 

Angkutan Umum dan Berkendara di Jalan 

Pasal 4 

Setiap orang yang tidak memiliki kewenangan dilarang 

melakukan pengaturan lalu lintas pada persimpangan jalan, 

tikungan atau putaran jalan dengan maksud mendapatkan 

imbalan uang. 

membahayakan keselamatan lalu lintas; dan 

g. menempatkan benda dan/ a tau barang bekas pada tepi­ 

tepi jalan raya dan jalan-jalan di lingkungan permukiman. 

sebagian atau seluruh badan jalan dan merusak 

Pasal 3 

Kecuali dengan izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk, setiap 

orang dilarang : 

a. membuat atau memasang portal; 

b. meletakan benda atau barang sebagai penghalangjalan; 

c. membuat atau memasang tanggul jalan; 

d. membuat atau memasang pin tu penutup jalan; 

e. membongkar, memotong, merusak atau membuat tidak 

berfungsi pagar pengamanan jalan; 

f. melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat berakibat 

(3) Setiap orang yang akan menggunakan/menum.pang 

kendaraan umum wajib menunggu di halte atau tempat 

pemberhentian yang telah ditetapkan. 

(4) Setiap pengemudi kendaraan umum wajib menunggu, 

menaikkan dan/atau menurunkan orang dan/atau barang 

pada tempat pemberhentian yang telah ditentukan. 

(5) Setiap pengemudi kendaraan umum harus berjalan pada 

setiap ruas jalan yang telah ditetapkan. 

Paragraf 2 

Penggunaan Jalan 
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Pasal 6 

(1) Setiap orang yang menumpang kendaraan umum dilarang: 

a. membuang sampah sembarangan; 

b. meludah; 

c. merokok; dan 

d. melakukan aktifitas lain yang mengganggu kenyamanan 

umum. 

(2) Setiap pemilik kendaraan umum harus menyediakan 

tempat sampah di dalam kendaraan. 

(3) Kendaraan umum yang menggunakan tenaga hewan 

wajib menyediakan tempat sampah maupun tempat 

kotoran untuk menampung yang berasal dari hewan 

terse but. 

(4) Setiap pengemudi kendaraan hanya boleh mengangkut 

penumpang dan/atau barang sesuai dengan jerus 

kendaraan, kelas jalan dan peruntukan ijinnya. 

(5) Setiap kendaraan bak terbuka dilarang mengangkut orang. 

melebihi kapasitas (tonase) muatan yang telah ditentukan 

oleh Peraturan Perundang-undangan. 

dengan peruntukan kelas jalan dan dilarang sesuai 

membunyikan klakson dan wajib mengurangi kecepatan 

kendaraannya pada saat melintasi tempat ibadah/pada 

saat/selama ibadah sedang berlangsung maupun pada 

saat berada dikawasan lembaga pendidikan serta rumah 

sakit. 

(4) Setiap kendaraan bermotor hanya boleh melintasi jalan 

bahan berbau busuk dengan menggunakan kendaraan 

yang terbuka tanpa dilengkapi penutup. 

(2) Setiap orang dilarang menyelenggarakan angkutan tanah 

galian, urugan pasir dan sejenisnya tanpa izin Bupati atau 

Pejabat yang ditunjuk. 

dilarang bermotor kendaraan (3) Setiap pengendara 



Pasal 9 

(1) Setiap kendaraan wajib parkir ditempat yang telah 

ditentukan. 

(2) Setiap orang dilarang menyelenggarakan dan/atau 

mengatur perparkiran tanpa izin Bupati atau pejabat yang 

ditunjuk. 

Bagian Ketiga 

Tertib Perparkiran 

Pasal 8 

( 1) Setiap pedagang kaki lima yang menggunakan 

tempat berdagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

7 ayat (3) bertanggung jawab memelihara dan menjaga 

ketertiban, kebersihan, kesehatan lingkungan dan 

keindahan di sekitar tempat berdagang. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur 

penetapan tempat usaha pedagang kaki lima sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) diatur dengan Peraturan 

Bupati. 

Pasal 7 

( 1) Setiap orang dilarang menggunakan prasarana 

dan/ atau fasilitas umum untuk berjualan dan/ a tau 

menjalankan kegiatan selain untuk pemanfaatan sesuai 

dengan fungsinya. 

(2) Prasarana dan atau fasilitas umum sebagaimana 

dimaksud ayat (1) adalah badan jalan, trotoar, saluran 

air/irigasi, jalur hijau, taman, hutan kota, alun- alun, 

bawah jembatan, jembatan/penyeberangan. 

(3) Bupati dapat menetapkan bagian-bagian jalan/trotoar 

dan prasarana dan atau fasilitas umum lainnya sebagai 

tempat usaha pedagang kaki lima dan pedagang musiman. 

Bagian Kedua 

Tertib Berjualan 

-10- 
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Pasal 12 

Kecuali dengan izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk, setiap 

orang dilarang : 

Pasal 11 

( 1) Setiap orang dilarang menempatkan atau memasang 

lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul, 

maupun atribut-atribut lainnya pada pagar pemisah 

jembatan, pagar pemisah jalan, jalan, jembatan 

penyeberangan, halte, terminal, taman, tiang listrik, pohon 

dan tempat umum lainnya. 

(2) Penempatan dan pemasangan lambang, simbol, bendera, 

spanduk, umbul- umbul maupun atribut-atribut lainnya 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan 

setelah mendapat izm dari Bupati atau pejabat yang 

ditunjuk. 

(3) Setiap orang yang menempatkan dan memasang 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mencabut serta 

membersihkan sendiri setelah habis masa berlakunya. 

Bagian Kelima 

Tertib Sungai, Saluran Air dan Kolam 

Pasal 10 

Setiap orang dilarang : 

a. memasuki atau berada di jalur hijau atau taman yang 

bukan untuk umum; 

b. melakukan perbuatan atau tindakan dengan alasan 

apapun yang dapat merusak pagar, jalur hijau atau 

taman, beserta kelengkapannya; 

c. menyalahgunakan atau mengalihfungsikan jalur hijau, 

taman dan tempat- tempat umum; dan 

d. memotong, merusak, memindahkan, menebang pohon 

atau tanaman yang tumbuh disepanjang jalan, jalur hijau 

dan taman. 

Bagian Keempat 

Tertib Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum 
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Pasal 15 

Setiap orang dilarang : 

a. mencoret-coret, menulis, melukis/menggambar, 

memasang/menempel iklan/reklame di dinding/tembok, 

jembatan lintas, jembatan penyeberangan orang, halte, 

Bagian Keenam 

Tertib Lingkungan 

penampungan air minum pada hydrant; dan 

c. mendistribusikan air minum dari hydrant dengan segala 

jenis pipa kepada pihak lain. 

sejenis kecuali oleh petugas untuk kepentingan dinas; dan 

c. memanfaatkan air sungai, danau dan em bung un tuk 

kepentingan usaha kecuali atas izin Bupati atau pejabat 

yang ditunjuk. 

a. anggota badan, mencuci 
atau benda-benda dan/atau 

kolarn-kolam kelengkapan 

man di, membersihkan 

pakaian, kendaraan 

memandikan hewan di 

keindahan kota; 

b. mengambil air dari air mancur, kolam-kolam 

kelengkapan keindahan kota dan tempat lainnya yang 

Pasal 13 

Setiap orang dilarang : 

a. membangun jembatan, tempat mandi cuci kakus, 

hunian/tempat tinggal atau tempat usaha di atas saluran 

air, sungai dan bantaran saluran air, sungai serta di 

dalam kawasan embung, waduk, dan danau; dan 

b. memasang/ menempatkan kabel a tau pipa di bawah atau 

melintasi saluran sungai serta di 9alam kawasan embung, 

wad uk dan danau. 

bak menambah 

Pasal 14 

Setiap orang dilarang : 

a. menjual air minum persil lapangan; 

b. mengubah ukuran dan/atau 



Pasal 18 

(1) Setiap orang dilarang menempatkan benda-benda 

dengan maksud untuk melakukan sesuatu usaha di 

Pasal 17 

(1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha harus 

dilengkapi dokumen pengelolaan lingkungan, yang 

berupa: 

a. Surat Pemyataan Pengelolaan Limbah (SPPL); 

b. Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan-Upaya 

Pemantauan Lingkungan (Dok. UKL-UPL); 

c. Analisis Mengenai dampak Lingkungan (Amdal}; atau 

d. Dokumen Lingkungah Lainnya. 

(2) Kelengkapan dokumen lingkungan didasarkan pada 

kriteria/jenis usaha menurut ketentuan Peraturan 

Perundang-undangan. 

Pasal 16 

(1) Setiap kegiatan usaha wajib mengutamakan keselamatan, 

kenyamanan, dan menjaga ketertiban umum serta 

ketentraman masyarakat. 

(2) Kegiatan usaha yang menimbulkan dampak debu, 

kerusakan jalan, keresahan dan gangguan di masyarakat 

wajib untuk mencegah, meminimalisir, dan berpartisipasi 

menekan dampak yang ditimbulkan. 

Bagian Ketujuh 

Tertib Tempat dan Usaha Tertentu 

tiang listrik, pohon, kendaraan umum dan sarana 

umum lainnya; 

b. membuang dan menumpuk sampah di jalan, jalur hijau, 

tarnan , sungai dan tempat-ternpat lain yang dapat merusak 

keindaban dan kebersihan lingkungan; dan 

c. membuang air besar dan kecil di jalan, jalur hijau, taman, 

sungai, saluran air tempat lainnya yang bukan 

perun tukannya. 

-13- 
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Pasal 21 

Setiap pengusaha daging, perriasok daging, penggilingan daging 

dan pengelolaan daging dengan skala tertentu wajib memiliki 

izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk. 

Pasal 20 

(1) Setiap usaha pemotongan hewan temak untuk tujuan 

komersil wajib dilakukan di rumah potong hewan atau 

tempat tertentu yang ditetapkan oleh Bupati atau pejabat 

yang ditunjuk. 

(2) Pemotongan hewan temak dapat dilakukan di luar rumah 

pemotongan hewan hanya untuk keperluan peribadatan 

atau upacara-upacara adat. 

(3) Proses pemotongan hewan wajib sesuai dengan tata 

cara dan ketentuan agarna dan dapat menjamin 

kehalalan hasil pemotongan. 

Pasal 19 

( 1) Setiap orang dilarang melakukan pekerjaan a tau bertindak 

se bagai peran tara pen j ualan / pem belian / pen guru san 

karcis/tiket kendaraan umum, pengujian kendaraan 

bermotor, karcis hiburan dan/atau kegiatan lainnya yang 

sejenis tanpa izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk. 

(2) Setiap orang dilarang memanfaatkan/mempergunakan 

jasa perantara penjualan/pembelian/pengurusan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

jalan, di pinggir jalan, jalur hijau, tarnan dan ternpat­ 

tempat umum, kecuali di tempat-ternpat yang telah 

diizinkan oleh pejabat berwenang yang ditunjuk oleh 

Bupati. 

(2) Setiap orang dilarang menjajakan barang dagangan atau 

melakukan usaha- usaha dengan tujuan mendapatkan 

keuntungan di jalan, jalur hijau, tarnan dan ternpat-tempat 

umum, kecuali ternpat-tempat yang ditetapkan oleh 

Bupati. 
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Pasal 26 

( 1) Setiap orang dilarang : 

a. mendirikan bangunan sebelum mendapat ijin dari 

Bupati atau Pejabat yang ditunjuk; dan 

b. mendirikan bangunan pada ruang milik jalan, ruang 

milik sungai, ruang milik waduk, ruang milik danau, 

Bagian Kedelapan 

Tertib Bangunan 

Pasal 25 

(1) Setiap orang yang melakukan usaha rumah kos harus 

dilengkapi ijin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk. 

(2) Setiap pemilik rumah kos wajib melaporkan 

penghuninya kepada Kepala Desa/Lurah melalui 

pengurus Rukun Tetangga setempat secara berkala. 

(3) Ketentuan mengenai Perijinan rumah kos sesuai 

dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 

sejerusnya. 

(2) 

Pasal 24 

Setiap orang dilarang melakukan kegiatan usaha tanah 
' 

kavling/ tan ah siap bangun terhadap lahan yang tidak 

sesuai peruntukan tata ruangnya. 

Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha 

tanah kavling wajib mengajukan ijin pengeringan, 

apabila lahan tersebut masih berupa tanah sawah dan 

(1) 

Pasal23 

Setiap orang dilarang mendirikan tempat kegiatan usaha 

pengumpulan dan penampungan barang-barang bekas yang 

menimbulkan keresahan serta mengganggu ketertiban umum, 

Setiap orang dilarang melakukan usaha penampungan dan 

penyaluran tenaga kerja domestik/ asisten rumah tangga a tau 

pengasuh tanpa izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk. 

Pasal 22 
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Pasal 28 

( 1) Setiap orang dilarang merninta bantuan atau sumbangan 

yang dilakukan sendiri-sendiri dan/ atau bersama-sama di 

fasilitas umum. 

(2) Permintaan bantuan atau sumbangan untuk 

kepentingan sosial dan kemanusiaan pada tempat selain 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan izin 

oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk. 

(3) Tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi : 

a. supermarket/ mall; 

b. rumah makan; 

c. stasiun; 

d. terminal; 

e. stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU); 

f. penyelenggaraan pameran/bazar amal; 

g. tempat hiburan/rekreasi; dan 

h. hotel. 

Bagian Kesem bilan 

Tertib Sosial 

pagar hidup yang berbatasan dengan jalan; 

b. membuang bagian dari pohon, semak-semak dan 

tumbuh-tumbuhan yang dapat mengganggu keamanan 

dan/atau ketertiban; dan 

c. mencegah terjadinya kerusakan bahu jalan atau trotoar. 

bangunan atau rumah 

Pasal 27 

Setiap orang pemilik gedung, 

diwajibkan : 

a. memelihara pagar pekarangan dan memo tong/ merapikan 

ruang rnilik embung, taman dan jalur hijau, kecuali 

untuk kepentingan dinas. 

(2) Setiap orang wajib menjaga serta memelihara lahan, tanah 

dan bangunan di lokasi yang menjadi rniliknya. 

(3) Setiap orang wajib menggunakan lahan, tanah dan 

bangunan miliknya atau atas kuasa pemiliknya sesuai 

dengan izin yang telah ditetapkan. 
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dengan melibatkan pihak orang tua/wali peserta didik, 

dan/ a tau pihak sekolah. 

(5) Tindakan pembinaan sebagaimana pada ayat (3) 

dilakukan dengan cara - cara yang mendidik dan 

mengedepankan pendekatan yang h umanis dan ramah 

anak. 

Pasal 32 

(1) Setiap peserta didik berkewajiban menjaga norma-norma 

pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan 

keberhasilan pendidikan. 

(2) Untuk menjaga norma-norma sebagimana tersebut 

pada ayat ( 1) peserta didik dilarang berada di luar 

kelas/sekolah padajam sekolah. 

(3) Dikecualikan dari ketentuan ayat (2) di atas bagi peserta 

didik di luar jam sekolah berdasarkan jadwal kegiatan 

belajar mengajar dan/atau dengan ijin sekolah. 

(4) Pelanggaran terhadap ketentuan pada ayat (2) di atas 

dapat dilakukan tindakan yang bersifat pembinaan . . 

melanggar nilai-nilai dan norma kesusilaan ditempat umum. 

perbuatan . yang melakukan Setiap 

Pasal 31 

dilarang 

Pasal 30 

(1) Setiap orang yang berkunjung lebih dari lx24 (satu kali 

dua puluh empat) jam atau bermalam wajib melaporkan 

diri kepada pengurus Rukun Tetangga setempat. 

(2) Setiap pengh uni rumah kontrak wajib melapor kepada 

Kepala Desa/ Lu rah melalui pengurus Rukun Tetangga 

setempat secara berkala. 

Pasal 29 

Setiap orang dilarang : 

a. menjadi pengemis, pengamen, pedagang asongan, 

dan/ atau pengelap mobil di fasilitas umum; dan 

b. menyuruh orang lain untuk menjadi pengemis, 

pengamen, pedagang asongan, dan / atau pengelap mobil 

di fasilitas umum. 
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Pasal 35 

( 1) Setiap orang dilarang menyelenggarakan tempat usaha 

hiburan tan pa izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk. 

(2) Setiap penyelenggaraan tempat usaha hiburan yang 

telah mendapat izin sebagairnana dimaksuq pada ayat ( 1) 

dilarang melaksanakan kegiatan lain yang menyimpang 

dan/atau memberikan kesempatan kepada para 

pelanggan / konsumen un tuk melakukan selain dari izin 

Bagian Kesebelas 

Tertib Tempat Hiburan dan Keramaian 

Pasal 34 

( 1) Setiap orang dilarang : 

a. menyelenggarakan dan / a tau melakukan praktek 

pengobatan tradisional; dan 

b. membuat, meracik, menyimpan dan menjual obat­ 

obat ilegal qan/ atau obat palsu. 

(2) Penyelenggaraan praktek pengo batan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diizinkan apabila 

memenuhi syarat-syarat sesuai ketentuan Peraturan 

Perundang-undangan. 

(3) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dilakukan Bupati atau pejabat yang ditunjuk. 

Pasal33 

( 1) Setiap orang yang tinggal dan menetap di daerah 

wajib memenuhi persyaratan administrasi kependudukan 

sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan Peraturan 

Perundang-undangan. 

(2) Setiap orang yang tinggal dan menetap di daerah wajib 

memenuhi dokumen perkawinan yang sah bagi yang sudah 

menikah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan 

yang berlaku. 

Bagian Kesepuluh 

Tertib U saha Kesehatan 
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Bagian Ketigabelas 

Tertib Aset Milik Daerah 

Pasal 39 

(1) Setiap orang dilarang menggunakan, mengubah dan/atau 

memanfaatkan a set milik daerah, baik barang bergerak 

maupun barang tidak bergerak untuk tujuan apapun 

tanpa ijin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk. 

Pasal 38 

( 1) Setiap orang dilarang merusak prasarana dan sarana 

umum pada waktu berlangsungnya penyampaian 

pendapat, unjuk rasa dan/ atau pengerahan massa. 

(2) Setiap orang dilarang me~buang benda-benda 

dan / atau sarana yang digunakan pada waktu 

penyampaian pendapat, unjuk rasa, rapat-rapat umum 

dan pengerahan massa di jalan, jalur hijau, aliran 

sungai, lahan/ruang milik perorangan dan tempat umum 

lainnya 

Pasal 37 

Setiap anggota masyarakat dapat berperan serta untuk 

melaporkan terjadinya pelanggaran Peraturan Daerah. 

Bagian Keduabelas 

Tertib Peran Serta Masyarakat 

Pasal 36 

( 1) Setiap orang yang menyelenggarakan keramaian 

dilarang menyediakan dan/atau memperjual belikan 

min uman beralkohol. 

(2) Setiap orang yang berada dalam keramaian dilarang 

membawa dan/atau mengkonsumsi minuman beralkohol. 

pemukiman tanpa ijin. 

dilarang menyelenggarakan perrnainan 

yang bersifat komersial di lingkungan 

yang dimiliki. 

Setiap orang 

ketangkasan 

(3) 



Pasal 41 

( 1) Setiap orang yang melihat, mengetah ui dan 

menemukan terjadinya pelanggaran terhadap ketertiban 

umum dapat melaporkan kepada petugas yang berwenang. 

(2) Setiap orang yang melaporkan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) berhak mendapat perlindungan hukum 

sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 

(3) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 

Pasal 40 

(1) Pembinaan terhadap penyelenggaraan ketenteraman dan 

ketertiban umum dilakukan Bupati, yang dalam 

pelaksanaannya dilakukan oleh organisasi perangkat 

daerah yang dalam tugas pokok dan fungsinya 

bertanggung jawab dalam bidang penyelenggaraan 

ketenteraman dan ketertiban umum bersama organisasi 

perangkat daerah terkait lainnya. 

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat ( 1) dilakukan 

melalui kegiatan : 

a. sosialisasi produk hukum daerah; dan 

b. bimbingan dan penyuluhan kepada badan usaha, 

masyarakat dan aparat. 

(3) Pengendalian terhadap penyelenggaraan ketenteraman dan 

ketertiban umum dilakukan oleh organisasi perangkat 

daerah yang tugas pokok dan fungsinya bertanggungjawab 

dalam bidang keten teraman dan ketertiban um urn 

bersama organisasi perangkat daerah terkait lainnya. 

BAB III 

PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN 

(2) Barang bergerak sebagaimana dimaksud ayat ( 1) 

adalah benda/ barang dalam ben tuk dan jenis a pa pun yang 

dapat diambil nilai guna dan/ atau manfaatnya. 

(3) Barang tidak bergerak sebagaimana dimaksud ayat (1) 

adalah tanah/lahan, bangunan, gedung dan fasilitas lain 

dalam bentuk dan jenis apapun. 

-20- 
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dapat dipertanggungjawabkan. 

menurut lain tindakan 1. mengadakan 

hukum yang 

hubungannya dengan pemeriksaan perkara; 

h. mengadakan penghentian penyidikan setelah 

mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup 

bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan 

tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal 

tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau 

keluarganya; dan 

Pasal 42 

(1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan 

Pemerintah Daerah diberi kewenangan khusus untuk 

melakukan penyidikan atas pelanggaran peraturan 

daerah sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah 

BAB IV 

KETENTUAN PENYIDIKAN 

menindaklanjuti dan memproses secara hukum terhadap 

laporan yang disampaikan oleh orang. 

dalam diperlukan 

(2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) berhak mendapat 

perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan 

Perundang-undangan. 

(3) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, pejabat PPNS 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang: 

a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang 

tentang adanya tindak pidana; 

b. melakukan tindakan pertama pada saat ditempat 

kejadian dan melakukan pemeriksaan; 

c. menyuruh berhenti seorang dan memeriksa tanda 

pengenal diri; 

d. melakukan penyitaan benda atau surat; 

e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang; 

f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa 

sebagai tersangka atau saksi; 

g. mendatangkan ahli yang 



Pasal 43 

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 2, Pasal 3, 

Pasal 5 ayat ( 1) ayat (2) ayat (3), Pasal 6, Pasal 7 ayat ( 1), 

Pasal 8 ayat (1), Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 

13, Pas¥ 14, Pasal 15, Pasal 16, fasal 17 ayat (1), pasal 

18, Pasal 19, Pasal 20 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 21, Pasal 

22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 

28 ayat (1) ayat (2), Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 33, 

Pasal 34 ayat ( 1), Pasal 35, Pasal 36, dikenakan ancaman 

pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda 

paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluhjuta rupiah). 

(2) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 4, Pasal 5 

ayat (4) dan Pasal 39 di ancam pidana sesuai dengan 

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 

BABV 

KETENTUAN PIDANA 

( 4) Dalam melakukan tugasnya, PPNS tidak berwenang 

melakukan penangkapan dan/atau penahanan. 

(5) PPNS membuat berita acara setiap tindakan tentang : 

a. pemeriksaan tersangka; 

b. pemasukan rumah; 

c. penyitaan benda; 

d. pemeriksaan surat; 

e. pemeriksaan saksi; 

f. pemeriksaan di tempat kejadian; dan 

g. mengirimkan berkasnya kepada Pengadilan Negeri 

dengan tembusan kepada Penyidik Polisi Negara 

Republik Indonesia. 

(6) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

memberitahukan dimulainya penyidikan dan 

menyampaikan hasil penyidikannya pada penuntut umum 

melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia 

sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang­ 

Undang Hukum Acara Pidana. 

-22- 



-23- 

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan 

Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum di 

Kabupaten Sekadau (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau 

Tahun 2012 Nomor 8), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 45 

BAB VII 

KETENTUAN PERALIHAN 

dikenakan sanksi adminstratif sebagaimana pada ayat 

(1), dapat dikenakan sanksi berupa perintah untuk 
j 

mengembalikan pada keadaan dan atau kondisi semula. 

selain 

a. teguran lisan; 

b. teguran tertulis; 

c. penghentian sementara kegiatan; 

d. penghentian tetap kegiatan; 

e. pencabutan sementara izin; 

f. pencabutan tetap izin; dan 

g. pembongkaran. 

(2) Setiap orang yang melakukan pelanggaran 

dapat dikenakan sanksi administratif berupa: 

Pasal44 

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (2), 

Pasal 6 ayat (4), Pasal 8 ayat (1), Pasal 9 ayat (2), Pasal 

16 ayat (1), Pasal 19 ayat (1), Pasal 20, Pasal 24 ayat (1), 

Pasal 26 ayat (3), Pasal 34 ayat (2), selain di an cam pidana 

dan atau kurungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 
l 

BAB VI 

SANKS! ADMINISTRATlF 

(3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 

tindak pidana pelanggaran. 
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NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU PROVINSI KALIMANTAN 
BARAT NQMOR: (8)/( 2019) 

RADIUS, SH 
Pembina (IV/ a) 
NIP. 19810910 200803 1 001 

Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM 
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEKADAU, 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2019 NOMOR 8 

ZAKARIA 

TTD 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEKADAU, 

Diundangkan di Sekadau 
pada tanggal 9 Agustus 2019 

RU PI NUS 

TTD 

BUPATI SEKADAU, 

Ditetapkan di Sekadau 
pada tanggal 9 Agustus 2019 

' 

Daerah 

memerin tahkan mengetahuinya, orang setiap Agar 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundang}<an. 

Pasal 46 

BAB VIII 

KETENTUAN PENUTUP 

dengan 

Ka bu paten 

ini pengundangan Peraturan Daerah 

penempatannya dalam Lembaran 

Sekadau. 



I 

i· 



adalah berkaitan dengan ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan 

masyarakat. 

Upaya mewujudkan ketertiban umum harus diarahkan guna 

pencapaian kondisi yang aman, tertib, teratur dan kondusif bagi tata 

kehidupan masyarakat yang terus berubah, berkembang dan dinamis sesuai 

dengan tuntutan dan kebutuhan yang terjadi dimasyarakat. Oleh karena itu, 

dalam upaya mengantisipasi dan menjawab setiap persoalan dan tantangan ke 

depan baik dilingkungan pemerintahan maupun masyarakat khususnya 

terkait dengan upaya mewujudkan ketertiban umum, perlu didukung dengan 

Peraturan Daerah maupun Peraturan Kepala Daerah. 

Dengan diterbitkannya Peraturan Daerah ini, diharapkan implementasi 

terhadap penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat 

dapat diwujudkan. Dalam Peraturan Daerah ini diatur setiap aspek tata 

kehidupan masyarakat yang memuat substansi yang dirancang untuk dapat 

mewujudkan kondisi ideal sesuai dengan norma dan kaidah berbangsa, 

bernegara dan bermasyarakat dalam naungan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. Beberapa substansi terkait ketertiban umum yang diatur dalam 

Peraturan Daerah ini meliputi : 

a. tertib jalan, penggunaan jalan, angkutan dan angkutan umum serta 

berkendara di jalan; 

b. tertib berjualan; 

c. tertib perparkiran; 

d. tertib jalur hijau, taman dan tempat umum; 

e. tertib sungai, saluran air dan kolam; 

f. tertib lingkungan; 

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e menyatakan 

bahwa Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar 
I 

I. UMUM 

KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKA T 

PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU 

NOMOR 8 TAHUN 2019 

TENT ANG 



ayat ( 1) 

cukup jelas 

ayat (2) 

kawasan yang telah memiliki sarana jembatan penyeberangan atau 

rambu penyeberangan/zebra cross. 

ayat (3) 

cukup jelas 

II. PASAL DEMI PApAL 

Pasal 1 

cukup jelas 

Pasal 2 

Peraturan Daerah ini mempunyai fungsi yang sangat strategis dan 

penting untuk mendorong dan memotivasi tumbuhnya budaya disiplin 

masyarakat guna mewujudkan tata kehidupan masyarakat Kabupaten Sekadau 

yang sejahtera, maju, aman, sehat lahir batin (maslahat) yang dibangun 

berdasarkan kesadaran kolektif dan partisipasi aktif seluruh komponen 

masyarakat guna membangun masyarakat yang sadar hukum. 

Upaya untuk mencapai kondisi tertib sebagaimana yang menjadi jiwa 

dan Peraturan Daerah ini tidak semata-rnata menjadi tugas dan tanggung 

jawab aparat, akan tetapi menjadi tugas dan tanggung jawab seluruh 

komponen masyarakat, baik secara perorangan maupun badan untuk secara 

sadar dan pro aktif ikut serta menumbuhkan dan memelihara ketertiban. 

Oleh karena itu upaya pencegahan dan penegakkan terhadap potensi 

pelanggaran dan pelaku pelanggaran perlu dilakukan secara bersamaan dan 

dilakukan secara terus menerus, konsisten dan konsekuen oleh Satuan Polisi 

Pamong Praja dan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dengan tetap 

mengedepankan asas profesionalitas, proporsionalitas dan h umanitas sesuai 

Peraturan perundang-undangan. 

g. tertib tempat dan usaha tertentu; 

h. tertib bangunan; 

1. tertib sosial; 

J. tertib usaha kesehatan; 

k. tertib tempat hiburan dan keramaian; 

1. tertib peran serta masyarakat; dan 

m. tertib pemanfaatan aset milik daerah. 



Pasal 10 

cukup jelas 

Pasal9 

cukup jelas 

Pasal 8 

cukup jelas 

Pasal 7 

cukup jelas 

Pasal 6 

cukup jelas 

ayat (2) 

cukup jelas . 

Yang dimaksud bahan berbau busuk adalah barang/rnaterial 

yang menimbulkan bau menyengat. 

Pasal 5 

ayat ( 1) 

yang dimaksud bahan berdebu adalah material partjkel kecil yang 

dapat diterbangkan oleh angin. 

Pasal 4 

cukup jelas 

Pasal 3 

jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Sekadau. 

ayat (4) 

cukup jelas 

ayat (5) 

cukup jelas 



Pasal 18 

cukup jelas 

Pasal 17 

cukup jelas 

Pasal 16 

cukup jelas 

Pasal 15 

huruf c 

cukup jelas 

huruf b 

cukup jelas 

huruf a 

persil adalah sebidang tanah dengan atau tanpa bangunan 

dalam wilayah daerah baik un tuk tempat tinggal, tempat 

usaha maupun kegiatan lainnya kecuali makam. 

Pasal 14 

Pasal 13 

cukup jelas 

huruf b, 

dikecualikan untuk pipa rumah tangga dengan ukuran 

maksimal 1 (satu) inchi. 

Pasal 12 

Pasal 11 

cukup jelas 

huruf c, 

sungai dan saluran air dimaksud berdekatan dengan pusat 

keramaian dan pemukiman. 



--- -------------------------------------------- 

di 

Penggilingan daging di pasar trdisional cukup terdaftar di organisasi 

perangkat daerah yang membidangi urusan peternakan. 

tmembidangi urusan peternakan. 

yang daerah perangkat 

ijm organisasi ke Lebih dari 250 

kg 

Harus 

organisaei perangkat daerah yang 

membidangi urusan peternakan. 

daging beku kg 

terdaftar Pemasok - Kurang dari 250 Cukup 

membidangi urusan peternakan. 

Pengusaha 1. Kurang dari Cukup terdaftar di 

daging 500 ekor; organisasi perangkat daerah 

Perno tong yang membidangi urusan 

a yarn peternakan. 

2. Lebih dari Harus ijin ke organisasi 

500 ekor. perangkat daerah yang 

membidangi urusan peternakan. 

Perno tong 1. Ku rang dari tukup terdaftar di 

kambing 20 ekor; organisasi perangkat daerah 

yang membidangi urusan 

peternakan. 

2. Lebih dari Harus ... ke ijm orgarusasi 

20 ekor. perangkat daerah yang 

skala tertentu adalah kegiatan yang memiliki batasan tertentu. 

Pasal 21 

ayat (2) 

cukup jelas 

ayat (3) 

cukup jelas 

ayat (1) 

Pemotongan hewan dimaksud adalah sapi. 

Tempat tertentu dimaksud adalah tempat yang diajukan seseorang 

kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk dijadikan tempat 

pemotongan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Pasal 19 

cukup jelas 

Pasal 20 



Pasal24 

cukup jelas 

Pasal 25 

cukup jelas 

Pasal 26 

cukup jelas 

Pasal 27 

cukup jelas 

Pasal 28 

cukup jelas 

Pasal 29 

cukup jelas 

Pasal 30 

cukup jelas 

Pasal 31 

perbuatan yang rnelanggar nilai nilai dan norma kesusilaan ditempat umum 

meliputi bermesraan secara tidak patut yang dapat menyebabkan orang 

lain yang berada di sekitamya merasa terganggu, tidak nyaman, risih, malu, 

marah, atau kuatir yang dapat memancing orang lain untuk meniru dan / 

atau melakukan tindakan yang sama dan / atau tindakan melanggar 

hukum lainnya. 

Pasal 23 

Pasal 22 

cukup jelas 

Pengolahan - Skala rumah ~ukup terdaftar di 
daging tangga organisasi perangkat daerah 

yang membidangi urusan 

oeternakan. 

- Skala industri Harus ijin ke organisasi 

perangkat daerah yang 

membidangi urusan 

petemakan. 

yang dimaksud dengan keresahan adalah situasi atau kondisi yang 

mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat. 



Pasal 38 

cukup jelas 

fasal39 
cukup jelas 

Pasal 40 

cukup jelas 

Pasal 41 

cukup jelas 

ayat (2) 

cukup jelas 

ayat (3) 

cukup jelas 

ayat (4) 

cukup jelas 

Pasal 37 

ayat (1) 

usaha kuliner dimaksud adalah restauran, rumah makan, depot 

makan, kedai makan, cafe/cafeteria, warung makan dan sejenisnya. 

Pasal 36 

cukup jelas 

Pasal 32 

cukup jelas 

Pasal 33 

cukup jelas 

Pasal 34 

cukup jelas 

Pasal 35 

ayat (1) 

cukup jelas 

ayat (2) 

cukup jelas 

ayat (3) 

permaman ketangkasan dimaksud adalah kegiatan ketangkasan yang 

mengganggu hak privasi dan apabila diizinkan harus diselenggarakan 

dengan jarak minimal 1 (satu) kilometer dari permukiman. 


